SALINAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPAT] SANGGAU

NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

cl.

BUPATI SANGGAU,

bahwa dalamn rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pclaksanaan dan  pengawasan,  periu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

hahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKI’D)
sebagal landasan penyusunan Kebijakan Umum
Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas |'t:fon Anggaran Sementara (PPAS) serta
Rancangan Anggaran Pendeapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD);

bahwa sesual dengan pasal 33 ayat (3) Peraturan
Peinerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja
Pemeriritah Daerah itetapkan dengan Peraturan
Bupati;

hahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hurul b dan hurul ¢. Perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerincah  Daerah  (RKPD) Kabupaten Sanggau
Tahun 2013,

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1839 tertang
Penetapan Undang -~ Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagail Undang - Undang (l.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820});

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ),

Undang — ‘Jndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tamhahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);
109.



10.

11i.

12.

QIS F

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Incdonesia Tahun 2004 Nomor 125, ‘Tambahan
L.embaran Mecgara Republik Indonesia Nomor 4437],
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 4844);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara FPFepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomcr 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 -~ 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomeor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700},

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tlentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lcembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan |
Lembaran Ncegara Republik Indonesia Nomor 4405): |

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan |[Lembaran Negara Republik
Indonesio Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonestia Nomor 4575},

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Deaerah (Lembaran Negara Republilke
indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 45777

Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 20056 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonior 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintan,
Pemerintanan Daecah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kahupaten/Kotae (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Pzmerinutet Nornor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1),
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19.

20.
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22.
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24.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan J.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 fentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Fvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daecrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nonior 4817},

Peraturan Pewmerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tala Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tanmbahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833];

Peraturain Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara / Lembaga (Lembainn Negara
Republik Indonesia  Tahun 2010  Nomor 152,
Tambahan Lcembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S178);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunen Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 - 2014;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 20]! tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalaum Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah, sebagaimana :ielah beberapa kali diubah,
terakhir dengar. Peraturan Menteri Datam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
seuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoncesia
Tahun 2011 Nomor 310];

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan
Barat Tahun 2008 - 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5
Tahun 2008 tentang Tata Cara Fenyusunan Rencana
Pembangunay Daerah Kabupaten Sanggau;

Peraturan Daerah Kahupaten Sanggau Nomor 3
Tahun 2010 t(entang Pokok-Pokok Pengeiolaan
Keuangan-Daerah Kabupaten Sanggau;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16
Tahun 2012.tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-
2028,



25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 17
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2000-
2014,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG RENCANA

6.

10.

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2013

BAB I
Ketentuan Unmium

Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Sangga i.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Sanggau dan Perangkat Daerah sehagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau.
Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya
dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuain Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Dewan PPerwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga Perwakilan Rakyaf Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah,
Satuan Kerja Perangkal Daerah yang sclanjutnva disingkat SKPD adaiah
Instansi/Badan/Dinas/Unit Kcria Kabupaten Sanggau.
Badan Pcrencanaan Pembangunan Daerah yang selaniutnya disingkatl
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten
Sanggau.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan XKeuangan dan Aset Daerah yang
se‘lanjutnya disingkat DP2KAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rancangar Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah yang selanjutnya
disingkat RAPBD adalah Dralt Awal Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinya
disingkat RAPBD adalah Draft Awai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.



Bab II
Rencana Kerja Femerintah Daerah
Pasal 2

(1) KKPD Tahun 2013, adaiah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuli periode 1 (satu) tahun yaite tahun 2013 yang dimulai pada tanggal |
Januari 2013 dan berakhir pada 31 Desember 2013,

(2] RKPD Tahun 2013 sehagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
a. Bahan Naskah RKPD l\'abubah:n Sanggau Tahun 2013,

h. Buku Rencana Kerja SKPID yaitu sebagaimana  tercantum  dalam
Leomipioran b yvang morupakan bagian (dalk terpisahlaan dari Peralturan
Bupatiini,

Pesal 3

(1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2009 -

2014 sehagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun

2012 yang memuat Kerangka [Flkonomi Makro Tahun 2012 vang antara

lain termasuk di dalamnya arah, prioritas, pembanguran, rencana kevja

dan pendanaannya.

(2] RKPIY Tahun 2012 schagaimana dimaksud pada ayat {1) menjadi:

a. Pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2013,
b. Pedoman bagli Pemerintah  Daerah dalam meéenyusun rancangan
anggearan Tahun 2013,
Pasal 4

Dalaim rangka menyusur RAPBD Tahun-2013:

a. Pemeririfah Dacrah menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan
pemhbhahasan kebijakan umum enggaran dan prioritas anggaran di DPRD
Kabupaten Sanggau.

h SKPD menggunakan RKPD Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan
Rencana Kerja Anggaran SKPD dengan DPRD Kabupaten Sanggau.

Pasal 5

(1) SKFD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan

rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan

dan indikator kinerja masing-masing program,

(2) Laporan schagaimana dimaksud pada ayat (1}, disampaikan kepada

Bupati Sanggau dengan tembusan Kepala Bappeda dan Kepala DPZKAD

dan Asel Daerah serta Inspektur Daerah 14 (empat belas) hari setelah

beralkkhirnya riwulan yang bersangkutan.



(3) Laporan kinerja menjadi masukan daa bahan pertimbangan untuk
analisis dan evaluasi usulan angggaran tahurn berikutnya yang diajukan

oleh SKIPPN yang bersanglkutan,

Pasal 6
Kepala Bappeda dan Kepala DP2EAD agar menclaah kembali kesesuaian
Rencana kKerja Pemaer ntahl Dacrah dengan Rencana Neria SKIPH Taban 2013

daliom penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrahy Tahun 2013

dengan fetap mengacu kepada RKPD Tahun 2013,

BAB III
Ketentnan Penutup
Pasal 7
Peraturan RBupati Sanggau ini bertaku sejal: tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupali ini dengan penempatannya dalam Berita Dacran Kabupaten

Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
parla tanggal 1 Met 2012

BUPATI SANGGAU,

ttd
SETIMAN H. SUDIN

Diuncanglzan i Sanggau

pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
trd

C. ASPANDI
BERITA DARERATI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIANAHUKUM DAN HAM

wht
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